
AKTUALISASI NILAI.NITAI DASAR DAI.AM NORMA HUKUM

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial. la selalu menemu-

kan dirinya dalam wujud dicintai, dibenoi dan dibutuhkan orang lain. Kebutuhan manusia

tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, melaihkan selalu memer[lkan bantuan orang lain.

Hubungan saling membutuhkan tersebut oleh manusia dibuat beretruktur, artinya

hubungan dibuat tiddk lagi tergantung kepada orang dan situasi tertentu. $truktur itulah

yang dinamakan lembaga.

Sebagai individu, manusia memiliki dua kemampuan fundamental yaitu ia

memiliki pengetahuan dan l<emauan, yang disatu pihak ia memerlukan srientasi dan

dilain pihak berdaearkan orientasiitu ia mengambil tindakan, Dengan perkataan lain dua

kemampuan fundamental itu ialah pertama pengertian, dan kedua kehendak untuk

bertindak. Struldur ganda itulah yang dijadikan dasar dalam menata lembaga

masyarakat. Struldur ganda tersebut terwujud dalam dua penataan masyarakat yaitu

pertama penataan masyarakat yang normatif dan kedua penataan maoyarakat yang

efeKif (Magnis - Suseno, 1994 : 20).

Lembaga Fenataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukum memberitahu-

kan kepada anggota maayarakat apa yang harus, aBa yang dilarang dan apa yang

diperbolehkan untuk dilakulon. Hul<rm itu sendiri hanya bersifat normatif, ariinya ia

hanya memberikan patokan, ia tidak dapat menjamin atau memaksa agar orang taat

kepadanya. Suatu lembaga yang seeara efeldif dapat memakea orang mentaaii hukum

adalah lembaga yang morniliki kekuasaan terpusat yaitu negara. Dengan perkataan lain

lembaga penata masyarakat yang efeletif adalah negara.

Hukum dan negara merupakan dua hal yang seharusnya tidak terpisah satu

sama lainnya. Hukum tanpa nogara tidak dapat berbuat Epa.apa, karena sifatnya

normatif belaka, hulum tidak memiliki kemampuan untuk befiindak. Sebaliknya negara

tanpa hukum adalah buta dan merosot ke tempat sub-manusiawi, karena tidak lagi

bErdaEarkan tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum $ama

dengan manuEia bertindak tanpa pengedian. Negara bertindak tanpa hukum menjadi

negara penindas dan irrasional (Magnis -Suseno, 1994 : 23),
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Hukum dan negara merupakan dua lembaga sebagai penjelmaan wewenang

tertinggi dalam maeyarakat, dilihat dari dimensi kehidupan polltik Dilihat dari sejarah

terbentuknya npgara lndsnesia, dapat disaksikan bahwa wewenang tertinggi pada

masyarakat lndoneEia berada pada Badan Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKD.

pada tanggal 18 ,Agustus 1945, PPKI mengeluarkan t<eputusan penting yaitu, Bertama

menetapt<an uUD 1945, yang rnsrupakan inti hukum nasional lndonesia. Kedua memilih

preEiden dan Wakil presiden, sebagai pemegang kekuaeaan n9gara lndoneEia, UUD

1g45 sebagai inti hukum naeional merupakan lembaga penataan rnasyarakat lndonesia

seoara nonnatif. Sebaliknya Presiden dan Wakil Presiden 'merupakan lembaga

penataan masyarakat seqara efeldlf, dalam arti lembaga yang dapat bertindak dalam

menata masyaralot berdasarl€n landasan UUD 1946'

UUD 1940 sebagat l6mbaga penataan masyarakat Indonesia tidaklah memiliki

nilai pada dirinya sendiri. la baru m3mpunyai nitai apabila dapat merealisasikan serta

rnenjamin nilai.nilai dasar yaitu nilai keeamaan, kebebasan dan Eolidaritas. Ketiga nilai

terqebut Eecara hakiki termaeuk dalam paham atau "ldea hukum" (Reohtsidee) yaitu

gagasan daaar mcngenai apa yang kita kehendaki apabila kita mengusahakan hukum

(Magnis - Suseno, 1g94 : 114). Uraian berit<ut ini menooba untuk melihat reallsasi dari

nilai-nilai dasar tersebut dalam pengaturan hatt-hak asaei, UUD 1945, dan perundang-

undanganlainnya,sertabeberapalrnplikasiyangditimbulkannya'

8, Pqumusn rp,sF,lah

Da1 uraian latar belakang sebagai telah dikemukakan di atas, dapatlah

dirumuskan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1, Bagaimanakah realisaai nilai-nilai daEar dalanr pengaturan hak azasi manusia, UUD

1945 dan Ferundang-undangan ?

2. Bagaimanakah implikasiyang ditimbulkan jika nilai-nliai dasar tersebut tidak terjamin

dalam perundang-undangan ?

C. Tujwn Penullsan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui koneistensi antara nilai-nilai dasar, asas-

asas hukum disatu pihak dengan unsur hukum atau hukum positif di lndonesia dilain

pihak dengan cara ini dapat ditunjukan beberapa unour huhum yang tidak memiliki

keabsahan yuridis sebagaimana dil<emukakan oleh teori hukum kodrat'
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Disamping itu dapat pula diketahui beberapa inplikasi yang timbul dalam lcehidupan

kemasyarakatan cli lndonesia selragai akibat dari t<etidak sesuaian antara nilai-nilai

dasar dengan norma,hukum tersebut

D, Metode Pqullsan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan' Data yang dilomPulkan berasal

dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tergier. Data yang

terkumpul dianalisa secara kritis yang ditopang dengan aspek -aspek penting

metodologis yaitu diekriptif, herenementik, sintetis, dan yuridis.

E, Landasn teori

Cita-cita penataan masyarakat lndonesia secara normatif dan efektif 'telah dimulai

dalam sidang-aidang Badan Penyelldlk Usaha-Ueaha Persiapan Kemerdekaan

lndonesai (BPUPKI) yang kemudaian dilanjr.rtkan dalam sidang Panitia Persipan

Kemerdekaan lndonesia (PPKI) pada pertenEahan tahun 1940. Pada tanggal 18

Agustue 1940, PFKI mengeluarkan dua keputusan penting, scbagai penrujudan dua

kemampuan lundamental lndonesla, yaltu pertama menetapkan UUD 1945 dan kedua

memilih preslden dan wakil presiden , UUD 1945 adalah inti Hukum Nasional lndonesla

adalah dasar penataan masyarakat lndoneeia $ecara normatlf. Presiden dan Wkil

presiden adalah lernbaga pemegang keh;aeaan negara yang mar'npu mengambil

tindakan dalam menata masyarakat lndonesia Feoara efektif' UUD 1945 , tidak dapat

berbuat apa-apa, karena sifatnya norm-ratif artinya ia hanya memberikan patokan tentang

apa yang dilarang, apa yang clibolehkan atau apa dieuruh diperbuat, Sebaiknya lembaga

yang memiliki kelsasaan untuk memakEa orang agar berbuat eebagaimana ditentukan

oleh norma hulam ialah negara Republik lndonesia.

pegara bertindak hanyalah eah berdasakan UUD 1945. Dengan demikian UUD

1g4S adalah dasar dan sekaligus lterangka pembataE kekuaEaan negara Republik

lndonesia, UUD 1945 dibentuk oleh masyarakat lndonesia bulon denrri pembatasan-

pembatasan yang terkandung didalamnya, melainkan untuk mewujudkan atau merealisir

nilai.nilai dasar yang maeih bersifat. abetrak, universal dan belunr operasional itu. Nilai'

nilai dasar itu n'rerupakan "idea hukum" (Recfrsidee) yang merupakan gagasan dasar

apabila'kita sudah rnenata masyarakat indonesia secara nonnatif'

Nilai memiliki artiyang bennaeam-macarn. la dapat bemrti berguna, sebagaimana

dikemukaksn oleh Fiteafat Dragmatisme atae Lrtilitarieme. la dgpd juga berarti , baik atau
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buruk sebagaimana dikemukakan Filsafat Moral atas etika. Nilai merupakan tuatitas

empiris yang sulit didefinisikan, akan tetapi diantara para pemikir mencoba untuk

memberikan be,berapa karakteristik dari nilai. Antony Fleur ($oeiadi, 1999 : 23)

mengemukakan tiga maoam karaHeristik nilai yaitu (1) baik, (2)berharga atau dapat

memenuhi keinginan (degirable) dan (3) penting (important)'

Magriis $useno mengemukakan tiga nilai dasar yang harus direaliasaikan dalam

hukum, sebagai dasar penataan masyarakat Beoara nonmatif, Ketiga nilai itu ialah nilai

kesamaan, kebebasan dan eslidaritas (Magnis $uEeno, 1994 : 114; Zippelius, 1973 :92,

Vereker; 1965 : g ), Jika dihubunglran dengan pandangan Flew terBebut di atas, maka

ketiga nilai daEar itu dapat dikatakan bailc berharga dan perting karena didaearkan pada

mertabat manusia yang universal. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketiga nilai

daear maBih bersifat ab6trak, oleh karena ltu ia masih memerlukan penjabaran lebih

lanjut dalam agas-asas hulrum. Asas rmernpunyai kesamaan dengan lcata acoilmd

(Belanda), prtnoltle (tnggris) atau Sila (lndonesia), Kata Prineiple beradi

permulaan (a &cglming) , aeal mula (origin) atau unsur (element), Secara umum

dapat dikatakan a*as adalah euatu kebiasaan yang dijadikan pangkal atau'tumpuan

berllkir atau hependapat, Asas hukum (reoht beglnnsel, prinolple ol law ) merupakan

flkiran dasar yang masih berEifat Umum, dan menJadi latar belakang atau fundamen

norma hurum. Tampa aaas hukumr norrRa hulrum menjadl se!#enang'w6nang, karena

tidak memiliki landasan pemikiran'

Asas hukum itu Eendiri bukanlah norma hukum, melainkan hanya fikiran dasar

menjadi latar belakang nonna hukum. Asas hukum itu kemudian dirumuskan ke dalam

norma huku6. perumusan itu dapat Becara tarsurst ataupun seoara ter$irat. (

Purbaoaraka, 1993 : 46). Perumusan tersurat memperlihatkan bahwa asas hukum itu

disebut dalam norma hukum. Sebaliknya perumusan tereirat memperlihatkan makna

yang terkandung dalam norma hukum tercebLd'

Suatu norma baru dapat dilotakan norma hukum apabila ih diwujudl<an dalam

kenyataan riel eeperti dalarn bentuk undang.undang, penetapan ( Beachikking) atau

vonis hakirn. Dengan perkataan lain, norma itu baru dapat diEebut norma hukum

apabila ia dinyatakan. Ajaran tentang pornyataan norma hula'rnr (recht beelieeing) yang

dikemukakan oleh Logemann memperlihatkan bahwa noFna hukum itu dapat terwuJud

dalam (1) noma hukurn umum dan (2) norfita hukum irrdividual (Purnadi Purloaoaraka,

1993 : 68). Nonna hulo.rm umurn adalah norma hulflm yang dibentuk oleh badan

legiolatif yaitu berupa undang-undang. Norma hukunr individual adalah norma hulom
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dibentuk oleh baclan el<sekutif, yaitu berupa penetapan (beschikking), dan badan

yudikatif yaitu berupa vcnis.

, $uatu nonna hufum yang dapat disebr.il perundang-undangan hanyalah

mencakup undang'undang (Formell GeaeE) dar"r peraturan pelaksanaan dan peraturan

otonom ( Verordnung und Autanome SaEung ). Norna huktm yang terdapat dalam

perundang-undangan Eudah dapat dilekati sanksi pidana atau eangsi pemakea lainnye

(norma sekundefl, Norms hukr.rm yang berupa perundang-undangan itu haruslah

berlandaskan pada nonaa yang lebih tinggi lagi, yaitu yang dinamakan Aturan

Dasar/Pokok Negara (Staategrangeeetz) $elanjutnya aturan dasar/pokok negara

teeebut berdasarl€n norma yang lebih tinggi lagi yang disebut Norma Dasar Negara

($haatsfendermentalzorm) (Hans Nawiasky; 1948 :3 ).

Norma hukum suatu negara yang berjenjang dan berlapis-lapis itu merupakan

landasan bagisikap tindakatau prilaku negara maupun warga maeyarakat. Prilaku atau

sikap tindak baik negara maupun wsrga mungkin eeouai dengan norma hukum

(reohtsmatige) atau bertedangan dengan norna hukurn (onreahtmatlge). $l[€p tlndak

yang bertentangan dengan norma hukum itu dapat herupa : (1) bedentangan dengan

Hutrum Tata Negara (exeees de pouvolr), (2) bcfrentangan dengan F{ul<um Adminlstrasl

Negara ( Delounrnement de pouvoir), (3) bedentEngan dengan perdata

(onrechtmatigedad), dan (4) bertentangan dengan Hulnrm Pidena (Delict, strafbaarfeit)

(PurnadlPurbaearaka, 1905 :53 )

Hubungan antara nilai, asas hukum, norma hukum dan setiap tindak

sebagaimana dikemukaknn di atar, dapat diganrbarkan dalam suatu -Stufenbor Hukum"

aebagaiberikut:
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Bsb ll

Aktualleasl Nllal.Nllai Dasar Dalam
Norma.Nonna Hukum

I

A. NllahNllal Dasr Hukum

Lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi

didalamnya, melainkan demi nilai'nilai yang secara hakiki tennuat di daiamnya. Magnis

- $ueino 19g4 : 114 - 119) mengutip Zippeliue, Downie, Coing dan Vereker dll, bahwa

tiga nilai daear yang harus direalieir di dalam hukum itu iatah nilai keEamaan, kebebasan

dan eolidaritas.

Kesamaan :

Ekeistensi hut<um hanya masuk akal apabila ia hukr.rm dapat menjamin nilai

kesamaan (Zippelius, 1973 b : 92), Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern

tidak lagi didaEarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah, melainkan

didaearkan pada kriteria objeffiif yang trerlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah' lni

memperlihatkan setiap pihak dipandang sarna di hadapan hukr:m. Hukum berlaku

umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. Dengan dernikian hukum menjanrin

kedudukan dasar yang sama bagisetiap anggota masyarakat'

BerdaEargan keeamaan Eemua anggota masyarakat sebagai manueia dan

warganegap, maka tidak ada orang atau sekelompok gr€ng yArtg hegfiu oaja dapgt

memerintah keouali ia mendapat penugatan atau peraetujUan dari warga masya' rakat

itu Eendiri. Keryat<ina;l ini terungkap dalam istilah "kedaulatan ralryat". Setiap wow€nang

untuk memerintah haruslah mendapat persetujuan ralqpt dalam suatu pemilihan umum

yang jujur, behas, rahasia. Dengan domiklan u/ewenang pcngua$a untuk momerintah

telah mendapalon keabsahan (legltirtasi) sooara demokratls (MagniE * SusBRo, 1987 :

28e).

Kedaulatan ral<yat tidak berarti segala keputusan harus diambil langsung oleh

ral<yat, melainlon pemerintahan itu tetap borada di bamh kontrol maeyarakat, Kontml

itu dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu pertama, melalui ponnilihan wakil'wakil

ratcyat. Kedua, melaluiketerbukaan (publicity) pemerintahan. oleh Eabab ltulah didalam

negara demskrasi sepertl lndonesia, pemllihan umum yang Juiur untuk mondapatkan

wakil rakyat yang betul.betul merniliki legitimaei dan kebebacan pers untuk mendukung

keterbukaan pemerintahan Edalah hal eEsensil'
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Nilai kesamaan clalam etika pcititik disebut "keadilan" (Verelcer, 1965 ; 9)

Keadilan aclalah keaclaan antar manugia dimana rnanusla elipertakukan $ama dalam

situasi yang sama., Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan'

Pambukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam menoapai tujuan negara haruslah

antara lain berdasarkan keadilan sosial. Keadilan soelal merupal€n keadilan yang

pelat<eanaannya tergaffung dqrl gtruldur ekonsmls, polltis, budaya, idoologls, $truHur-

EtruKur tersebut merupakan struktur kehrasaan yang meny€babltan segolongan orang

tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian

yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pet(eriaan masyarakat Eecara keseluruhan

(Magnis - Suseno, 1986 : 333).

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya struKur-struldur

kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan dengan pihak'pihak yang

sedang berkuasa. Plhak yang dlsebut terakhir ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap

berusaha memBertahankan rtaft*r qso, Eehingga keuntungan yang didapat dari struldur

yang timpang itu tetap berlangsung, Karena itu tidak masuk akal mengusahakan

keadilan sosial hanya datang dari merelo yang berluasa. Usaha itu harus datang dari

golongan yang menderita ketidakadilan serta keeediaan elite yang berlruasa untuk

membuka monopolinya ataE kekuaEaan teraebut, Sebagai oonioh dapat dilihat bahwa

UUD 1g4S merupakan sarana bangsa lndonesla untuk membongkar struKur soslal,

ekonomi, ideologi dan budaya penjajah yang menye- bablon ratcyat lndoneEia berada

dalam ketidaltadilan,

KeDe[asan

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah,

ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi

hukum scbagai pcnjarnin kebebasan rnanusia menJErdi pokok Filsafat Hukum Hegel.

$epintas kelihatannya hulum itu membatasi kebebasan manueia. Pembataean

kebebagan oleh hukum itu mendapat perretuJuan dan pengakuan masyarakat,

aebaliknya pembatasan kebebaean oleh pihak yang kuat tidak didasarkan pada

persetujuan bcbas dari masyarakat.

lntikebebaean ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk

mengurus dirinya sendiri lepas dari dominaei pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang

berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Eeeam hakiki manuEia itu adatah individu

yang bersifat eosial, dinrana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan

7

Amir S
ya

rif
ud

din

eP
rin

ts U
NSRI



clengan clemilcian ia harus rnemperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan

demikian kebebasannya dibatasi oleh kebebaean pihak lain. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwp kebeb-asan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas

dari campur tangan si kuat yang dipakakan seeara sewenang-wenang. Kebebasan

mengurus diri sendiri merupakan hak asasi univerEal. Kebebasan ini pertama kali

diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi

kehidupan pribadi dari oampur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan

mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah

tangga eendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir,

berkumpul dan bereerikat.

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya

pembataaan terhadap tugas-tugas negara yaitu menyelenggaralran keeejah' teraan

umum, sehingga dalam melakeanakan tugas tidak melanggar nilal kebebasan.

Keeejahteraan umurn adalah syarat.syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan

oleh negara untuk maeyaraltat, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan

kelompok-kelompok dapat memanEatkannya untuk mencapai lresejahteman masing'

maslng. Negara sendtrl ildak boleh secara langsung rnenaeJahterakan rakyatnya,

melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat mffasa

kesejahteraan maslng-maeing ltu hanya yang bersanglotan. Negara Tidak memllll<i

kemampuan u rrtu k m erasa kan kesejahteraan "masin g'masing itu.

Bantuan nega6 dalam mensejahterakan warganya berlandaskan pada prinsip

subsidiaritEs, artinya negara wbagai maeyarakat atau lembaga yang lebih tinggi harus

rnemberikan bantuan kepada anggota mauyaraht )rang leblh rendah dan terbatas

sejauh mereka eendiri tidak dapat menyelesaikan maoalahnya seoala memuaekan.

Sebalilorya apa yang dapat dikerJakan Becara memuaEkan oleh eatuan masyarakat yang

lebih kecil dan terbatas tidak boleh diambil opar oleh negara (Magnis - $useno, 1986 :

308).

Jika negara mengambil oper urusan masyarakat padahal urusan tersebut dapat

diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangh.fan, maka negara telah Jatuh ke

dalam totElitericme. Sctiap uruean yang dapat diaelesaikan seeara memuaskan oleh

yang bersangkr.rtan tapi diambil oleh negara ini berarti urusan itu tidak lagi dapat

ditakukan oleh yang berhakdan cemestinya melalrukannya'

Sebagaimana telah dikernukalon pada nilai kesamaan, tidalc ada orang atau

lembaga yang begitu saja dapat mengambil urusan orang lain keouali atae pereetujuan
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dan mandat yang bersangl<r"rtan. Mengambil tugas atau urusan yang dapat dilakukan

oleh seeeorang atau suatu lembaga berarti negara telah melanggar hak dasar manusia

untuk mengurus dirinya sendiri. lni benarti juga negana telah merebut sebagian

kehidupan *arganyi, Prinsip subsidiaritas rnemberi peng-hormatan atas inisiatif dari

bawah Eerta memberi gairah hidup dalam masyarakat, Adanya beberapa daerah di

lndonesia yang ingin memigahkan diri, merupakan perwujudan dari kekeeewaan daerah

yang, urusannya diambil oBer oleh pemerintah pusat.

Solldarita,s

Hukum adalah institusionallsasi dan kebersamaan manusia. Sebagai malfiuk

sosial, manusia seoara hakiki harue hidup bercama. Untuk itu ia memerlukan tatanan

hu]<um untuk mengatur hubungarrnya dengan Beeama manusla. PEmbataEan

kebebasannya untukmemberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan pengakuan

institusional terhadap solidaritas Boeama manusia. Ungkapan Ftlrtrlml&,, persaudaraan

dan keadilan sosial adalah iEtilan modarn darieolldaritas.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan

hukum untuk menunjang silrap seearna anggota masyarakat sebagal senasib dan

sepenanggungan, Oleh karena itu tatanan hukum mewejibkan kita untuk ber-tanggurg

jawab atas kita semua, tidat< boleh ada diantaranya dibiarlcan rnenderita, apalagi

dikorbankan demi kepentingan orang lain.

Atas dasar itu, masyarakat melalui negam merasa wajib untuk menjamin bahwa

tidak ada anggotanya yang haruE hidup menderita karena syarat syarat objektif tidak

terpenuhi. Negara wajib membantu golongangolongan lemah dan kurang mampu

seperti buruh, wanita, anak-anak, korban psrang, oaoat veteran, pengungsi dan korban

bencana alam (Magnis - Suseno, 1986 : 236). UEaha negara memberikan fasilitas bagi

golongan-golongan terscbut di ataE tcrrnasuk mcnyelenggarakan kesejahteraan soeial

yaitu sebagai wujud nilai Eslidaritas aritar manuEia.

Dasar moral negara membantu golongan tersebut adalah :

(1) Negara itu didirikan bukan msmiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan harus

bermanfaat bagi maoyarakat;

(2) Kelemahan golongangolongan tersebut di atas untuk sebagian bukanlah karena

kekurangan individu, rnelainlmn akibat kelemahan kedudukan mereka dalam proses

kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Akibatnya mereka tidak menguasai
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proses-proses tersebtil maka bagian yang mereka dapat dari seluruh hasil kerja dan

lcekayaan "qelurrlh masyarakat sangat kecil. Mereka clapat bagian keoil karena

mereka lemah, Oleh sebab itu negara wajib membantu golonqan ini agar rnereka

mendapatkan keadilan. Kesadaran akan hal ini terungkap dalam tuntutan bahwa

negara harus mengusahakan keadilan sosial.

B, Hak Asasi Manusla

Walaupun positivisme hukum berpandangan bahwa antara hukum dan moral

merupakan dua bidang yang berbeda, narnun hukum tidak dapat mempertahankan

legitimaEinya jilea ia melepaslcan diri dari tuntutan moral, sebagalmana diajarkan oleh

teori hukum kodrat, Hukum poeitif hanya sah apabila ia eesuai dengan hufum msral

yang bercifat pra-positif. Dalam pandangan Thomas Aquino bahun makhlut< itu dapat

dibedakan menjadi makhluk yang tidak berakal budi dan malthluk yang berakal budi.

Makhluk yang tidak berakal budi tidak memiliki pengertian, tidak rnemiliki kebebasan.

Seluruh gerak, hidup dan perilaku ditentulcn oleh struldur fisilro-kimia, l<econdongan-

kecondongan dan insting. Oleh sebab itu untuk makhluk yang tidak berakal budi ini, ia

hldup sesual dengan kodratnYa,

Lain halnya dengan makhluk yang beral<al budi, yaiiu manusia, yang memiliki

pengertian dan kebebasan, la tidak seoEra eerta meda mengiltuti dorongan insting,

nafeu dan emosinya. Manueia dapat mengambil sikap dan mela$.an dorongan tersebut

berdasarkan pertimbangan akalnya. Sesuai dengan ksdratnya yaitu makhluk yang

mempunyai akal dan kebebaean maka hidup seeuai dengan kodrat itu berarti hidup

sesuaidengan kemanuciaannya atau hldup seEuai dengan tuntutan martabat manusia.

Hukum lrsdrat yang mengatur malfiluk yang tidak berakal bucJi dinamakan

hukum alam. Sebaliknya hukurn kodrat yang mengatur malfiluk yang memiliki akal bueli

dinamakan hukum moral, Baik hukum alam maupun hukum nroral merupakan

pencerminan hukum abadi lllahi (Lex Aeterna) aebagairnana yang dikembangkan oleh

Marous Tullius Oirero (106 -43 SM).

Hukum kodrat, menunfi Thomas masih dibedalcan menjadi hukum kodrat primer

dan sokunder. Hukrrn kodrat prinrer terdiri prinsip'princip moral yang umum yang

berasaskan strulttur-etruKur kenranusiaan yang hakiki dan kEsernuanya itu berlaku

mutlat< dan tidak dapat berubah. Hukum kodrat Eekunder merupakan haEll dedukei dari

hulrum t<odrat primer apabila tplah diteraplon pada masyarakat, Dengan demikian
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hukum kodrat sekunder dapat berubah-ubah sesuai dengan per-l<embangan

masyarakat.

Berkembangpya rasionalisme pada abad ke 16 menyebabkan norma hukum

kodrat mendapat makna baru yaitu sebagai haeil deduksi dari oiri-ciri dasariah manusia

individual empiria, Hukum kodrat dipahami sebagai dalil-dalil normdif yang di

deduksikan oleh akal budi dari hakekat manusia. Qiri-oiri dasariah manusia indivudual

empiris itulah yang dijadikan patskan untuk menentukan kriteria baikburuknya suatu

penilaian,

Hak-hak asasi manusia merupakan sarana untuk menjamin ciri'ciri dasariah

manusla indivldual yang tercakrp pada tiga nilai daear sebagaimana telah diuraikan

padabagian2.Hakasasimanusiamerupakanhakhakyangdimili}<iolehmanusia

karena ia manusia. Hak-hak itu bukan pemberian masyarakat atau negara, melainlCIn

dimilikinya karena ia manusia. Hak hak asaai itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan

tidak berlaku oleh ncgara. Negara boleh saja tidak mengakui hak amoi manusia tetapi

tidal< menyebablgn ha11-hat< asasi ltu hilang, Hak hak itu tetap ada unlaupun diakui atau

tidak diakti oleh negara.

Melalul hak asasl lnl tuntutan moral yang pra-posltlf, yaltu nllal l<esamaan,

kebebasan dan solidaritas, dapat direalisasikan ke dalarn hukum. Hukum positif yang

sesual dengan tuntutan moral pra.poeltlf dlsobut hulrum yang adil, Selanjutnya

pencantuman hak asaei dalam hukum menyebabkan hakhak asasi itu terJamin dan

operasional dalam arti pelaksanaan hak-hak asasi dapat dipaksakan baik oleh

pemerintah atau pengadilan.

perkembangan paham hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan

perjuangan golongan'golongan yang pernah dlperlakukan Gocara tidak adil oleh

p6nguaga. Perjuangan gplongan€olongan tertinclae dalam pengahadapi penguasa,

mewarnai perspeldif tontang hak-hak aaasi manusia sebagai bct'ikut : (Magnis *
Suseno, 1994 : 120* 145; Hu'ribers, 1982 : 299 -305).

1. Hak asasl rcgatll atau ll[e,nl
Hak-hak aEasi it'ti partama l<ali diperjaungkan oleh kaum liberal yang pada

haketatnya berueaha untul* melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur

tangan negara atau kefuatan.kekuatan lainnya. Termaeuk dalam kelompot< ini adalah

: hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan borgerak, kebebaean urrtuk

memilih jodoh, perlindungan terhadap hak rnitilq hak untuk menguruB kerumah-
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tanggaan sendiri, hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas

kebebaean beragama, hak untuk mengikuti suaria hati sejauh tidak mengurangi

kebebaean sPrupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan

berserikat dan hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.

Hakhak tereebut di atas dinarnakan aeasi negatif karena mempergunakan

rumusan kalimat nogatif, tidak dirumuskan apa yang boleh n'relainkan dirumuskan

apa.apa yang tidak boleh dilala.rkan pihak luar terhadap seseorang. Dasar etis dari

hak-hak terqebut di atae ialah tuntutan agar otonomi setiap orang atae dirinya

dihormati. Tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak menertukan

bagaimana orang lain mngurus diri. Hak'hak aeasi ini sangat penting adinya bagi

keutuhan manusia karena hakhak asaei negatif inilah yangl rnerupakan inti hak-hak

asasi manusia.

Hak asprsl aktit aElu funokratis

Hak-hak ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan,

Golongan inl berusaha untuk memperJuangkan hak-hak untuk menentukan arah

perkernbangan ma$yarakat, Hak-hak yang tergolong hak aeasi aktif inl adalah : hak

untuk mernilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan pembuat undang'

undang, hak untuk mengontrol dan mengritik pemerintah, halr untuk menyatakan

pendapat, hal< atae kebebasan pers, hal< untuk rnenqbentuk perkurnpulan (partai)

politik.

Kelompok hak hak asasi ini disebut aldif atau demokratis karena menyangkut

hak atas suatu a6ivitas yang dapat menentukan arah per-kembangan ma$yarakat.

Dasar etis hak-hak asasi aktif ialah keyakinan akan kedaulatan ralEat yang

menghendal{ agar ret<yat memerintah diri sencliri clan pemerintah berada di bawah

kekuaeaan ralcya[ Penrerintah adalah pihak yang mendapat pcnugaaan dari

persetujuan rat<yat eebagai pihak pernagang kedaulatan.

Hakasasipositif
Hak aaaei ini adalah hak-hak yang menuntut agar negara berpreetasi dalam

menyelenggarakan pelayanan umum kopada masyarakat. Terrnasuk dalam golongan

ini adElah hak perlindunagn hukum, hak diperlakulon sama di depan hukum, hak

agar pelanggaran terhadap hak milik ditinda( hak ur{uk rnendapatkan keadilan di

depan pengaditan. l.lak initidak lahir dari perjuangan salah satu golongan, melainkan
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lahir dari suatu keyakinan bahwa negara itu tidak mempunyai tujuan pada dirinya

eendiri tetapi diciptakan untuk memberikan pelayanan kepada maayarakat.

Pelayanan oleh ngara kepada masyarakat bukanlah suatu hadiah atau anugrah

tetapi suatu korvajiban yang harus dipenuhi. Pelayanan negara kepada masyarakat

dapat dituntut pemenuhannya, Dengan demikian tidak anggota masyarakat yang

tidak mendapatkan pelayanan sleh karena ia terlElu mlsldn urduk mebiayainya.

S,HaRasaEIeosia t
Hahhak asasi sosial lahir dari kesadaran yang timbul dari kaum buruh dalam

perjuangannya melawan borjuis, untuk memperoleh hasil kerja atas upah yang

wajar. Berhadapan dengan pemilik rnodal, kaum buruh tidak merniliki kekuatan untuk

menuntut upah dan eyarat-syarat kerja yang memadal. Walaupun merele memitiki

kebebasan mengilot perjanJian dengan majikan, kaum buruh terpaksa menerima

prasya rat-pnsyarat ya n g diajukan pihak majikan.

Kebebasan yang dmllild lraum buruh ildak dapat dtpergunakan untuk

mendapatkan upah dan syaut-syarat kerja yang memadai. Kebebasan itu hanya

dapat dlpergunakan oleh mereka yang telah mampu memenuhl kebutuhan dasar.

Jika kebutuhan dasar belum dapat dipenuhi maka kebebaEan bergerak, kebebasan

memlllh pekerjaan, kebebaean untuk lkut dalam kehldupan politlle tldak mempunyal

arti karena tidak dapat dipergunakan.

Kesadaran akan keadaan kaum buruh itulah yang mendorong negara untuk

menoiptakan kesamaan minirnal antara s€sama anggota masyarakat. Negara tidak

b0leh membiarkan orang terpakea memilih uatu pekerjaan larrtaran ia hidup di

bawah tingkat minimalyeng clianggap wajar.

Ketidak samfrEn alantiah dan kstidak samaan budap yang disebabkan struktur

kekuasaan yang tidak adil haruc diirnbangi olch nagara yaitu dcngan mamberikan
perlindungan-perlindungan kcpada pihak yang lemah. Hak agaEi Eopial ini meliputi
hak atas jaminan social, hak atas pekerjaan, hak atas pilihan tempat dan jenis

pekerjaan, hak atas *yarabsyarat lrerja yang memadai, hak atas upah yang wajar,
hak atae porlindungan terhadap pangangguran, hak urtuk nrembantuk serikat buruh,

hak atas pendidikan, l"lak hak tereebut di atas harus dijamin eepenuhnya oleh

negara. Dasar etis dari hak asasi sosial tersebut ialEh bahwa seliap anggota

maoyaralrat berhak atas bagian yang adil dari harta benda materiel dari lflltural
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bangsanya dan bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus menerus

clieaiptakan oleh masyarakat secara keselurtthan,

Flak asqsi manusia, sebagaimana diuraikan di atas dimiliki manusia bukan atas

pemberian masyarakat atau diberikan oleh hukum. Hak-hak tersebut tetap ada pada

manusia walaupun tidak diJamin oleh hukum poEitif, ManUsia memiliki hak'hak

tersebLrt karena martabatnya sebagai manusia. Halt-hak tersebut tidak dapat

dihilangkan atau dlnyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak

mengakui hEkhak teraebut, namun hakhak tereebut tetap ada.

C. Korlrgtitttsi
penoantuman hak hak asasi manusia dalam konstitusi menyebabkan hak' hak

asasi itu operasional, artinya ia telah memilit<i kelcuatan yang keberlakuan-nya dapat

dipaksakan oleh negara atau pengadilan. Penoantuman hak asasi dalam konstitusitidak

berarti bahwa hak-hak asaEi itu ada. Diakui atau tidak oleh negarar hak asasitetap ada'

karena ia melekat pada diri manusia. Pengakuan terhadap hak asasi dalam konstitusi

menoerminkan tingkat keberadaban suatu masyarakat. Pencantuman hak asasi dalam

konstitusi atau perundang.undangan lalnnya merupalean oara untuk memposltlfkan

keyakinan-keyakinan prapositif tentang mariabat manusia'

Standar-etandar moral prapositlf dlrumuskan dalam bentuk hak'hak kongkret

tersebr.rt kemudian dinrasul<an ke dalam konstitusi sebagai jaminan bahwa konEtituei itu

tidak akan bertentangan dengan standar tersebut (Downie, 1971 : 49)' Dengan demikian

hak asasi terEebut merupakan usaha untuk menterjemahkan keyakinan'keyakinan

tentang martabat manusia ke dalam bahaaa hula:m yang kongkret dengan tuJuan agar

hak-hak itu sepenuhnya dapat dipaksalan pelaksanaannya di depan pengadilan

(Magnis - Suseno, 1 994 :135)

Konstitusi merupakan lembaga penataan masyarakat yang normatif. KonEtitusi

dibentuk bulsn derni konstitusi itu sendiri, melainkan untuk melindungi dan menjamin

nilai-nilai dasar yang telah dikongkretkan dalam hak-hak asasi manusia. Dalam

pandangan Locke bahwa penguasa atau negara menerima kekuasaan dari masyarakat

untuk tujuan tertantu yaitu untuk melindungi t<ohidupan dan hak milik para warga

masyarakat. penggunaan kekuaeaan negara hanya sah dalam rangka tujuan

sebagaimana teroantum pada perJanjian aeali (original eompaot)'

Kekuasaan nagara haruslah terbatae yaitu hanya mencakup kekuasaan untuk

menjalankan fungeinya yang hakiki itu. Negara tidak memiliki' kel<.lEeaan untuk

t4

Amir S
ya

rif
ud

din

eP
rin

ts U
NSRI



mencampLrri selrtruh aspek kehidupan warganya. Jika negara'menc?ffiPUri segala aspek

kehidupan warganya, negara jatuh ke dalam totaliterisme dan ini bertentangan dengan

nilai.nilai daEar yang, prapositif sebagaimana telah dikemukakan terdphulu.

Keeadaran kinegaraan modern, yang merupakan sumbangan terbesar Locke,

adalah pembatasan kekuasaan negara dimana pembatasan itu dituangkan dalam

konEtitusi, Dengan demikian, konetituei juga merupakan sarana dalam dan sekaligus

pembatas kekuasaan negara. Kesesuaian antara prodult legislatif, yaitu berupa undang-

undang, dengan konstitusi dikontrol oleh Mahkamah Kortstitusl Kekuatan eksEela.tif

hanyalah sah seiauh memiliki landasan pEda undang-undang'

Oleh sebab itulah Steenbeek ($ri $oemantri, 1986:51) menyatakan bahwa

konstitusi atau undang-undang dasar memuat tiga hal pokok yaitu : (1) adanya jaminan

terhadap hak asasl manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan

ketatanegaraan suatu negara yang bersifat furldamental, dan (3) adanya pembagian

dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga berEifat fundamental,

Ketiga butir isi konsfltusi, maka butlr pertama merupakan hal yang pokol<,

sedangkan butir kedua dan ketiga berfungsi eebagai saftina untuk menjamin dan

mellndungl nllal-nllal yang terumus dalam butlr pertama. Hal lnl sesual dengan

pandangan Looke yang menyatakan bahwa negara itu didirikan adalah untuk melindungi

mltit< prtbadt (property) yang tidak hanya meliputl barang millk (estate), melainl<an Juga

kehidupan (tives) dan hak-hak kebebaEan (liberties). Hak-hak tersebut dinamal<an hal<'

hak yang tak terasingkan (inaliable right).

UUD 1945 jika dilihat isinya memuat ketiga hal pokok tersebut di atas. lsi

pertama, yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia tereantum dalam pasal 27

(1), 28, 29, 30, 31 dan 34. Ferubahan UUD 1945 yang kedua pada tahun 2000 tidak

memperluas Bab X tentang Warganegara dengan penambahan bab haru yaitu Bab X A

tentang Hakhak asagi manusia dengan pasal-pasal 28 A, 2S B, 28 C, 28 D, 28 E' 28 F,

28 G, 28 H, 28 I dan 28 J. Penambahan pasal-pasal hak aaaEi manusia dilakukan

Eetelah MPR mempelpjari, menolaah dan mempertimbangkan dcagan eeksama dan

sungguh hal.hal yang bersifat mendaEar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara

lndonesia eelanra pcriode dsmokrasi llberal (1945 - 1959), demokraei Terpimpin (1959

- 1965) dan Densol$aai Panoasila (1966 - 1998).

€elanjutnya isi kedua dari ketiga yaitu tentang lembaga-lembaga negara serta

pembagian dan pembatasan tugas dari lembaga negara tereebut tercantum datam pasal
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2,e,4,S,6,7,8, 10, 11,12,13, 14, 15,,'16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,32,34, dan

37 UUD 1945.

Perubahan pertama UUD 1945 tahun 1999 telah mengubah beberapa ketentuan

yang berkenaan'pasal-pasal tereebut di atas ialah pasal 5 ayat 1, 7, 9, 13 ayat 2, 14,15,

17 a1at2 dan 3,20 dan 21. Ferubahan UUD sebagai tercantum pada pagal terEebut di

atas rmemperlihatkan adanya pergeseran kekuasaan dari dominasi presiden kepada

dominFEi Dervan Penuakilan Ralcyat,

Perubahan lredua UUD 1945 tahun 2000 yang menyangl<ut susunan pembagian

serta pembataean kelruaeaan ketatanegaraan teroantum dalam paaal 18, 18 A, 18 B,

19, 20 ayat 5, 20 A, 22 A, dan22 B. Makna perubahan kedua ini ialah sentraliEasi

ket<uaaaan yang berada ditangan pemerintah pueat Eelama ini sebagian bergeser

kepada pemerintah dEemh. SErla usaha memperkuat atau mofiherdayal(an DPR.

D, Perun&n*udangan
Norrna hukum suatu negara berjenjang-Jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

susunan hierarlthis yaitu dari norma hut<um yang lebih rendah bersumber dan

berdasarl€n kepada norma hukum yang leblh tlnggl, norma hul<um yang leblh tlnggl

tersebut benumber dan berdasarkan kepada nerma hukum yang lebih tinggl lagi,

demikianlah seteruenya sampai kepada suatu norma yang tidak lagi dapat ditelusuri

lebih lanJut dan nonna ini berelfat hipotesis dan flKif yaitu norma daEar (grundnorm)

Kelsen, 1990:113).

Norma dasar itu tidak lagi dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi,

melainkan ia ditetapkan ter:lpbih dahulu oleh masyarakat, dan ltu sebabnya dikatakan

prlc..uppotrd. Teori norma hukum yang berjenjang dan bcrlapis-lapie dari FianE Kdlsen

itu dikembangken lebih lanjut oleh Hans Nawiartry dengan menyatakan bahwa norma

hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan mcnjadi etnpat kelornBok yaitu : (1)

norma fundamental nryara (Staato fundametal norm), (2) Aturan dasar/pokok negara

(Staatcgrundgeeets), (3) Undang,Undang Fonnal (Formell Gecetz) dan (4)

Aturan pelaksana dan aturan otonom (Verordnung dan Autonome Satzung).

Pengelompokkan rlorma hukum ini dapat dilihat pada lampiran 1.

Staatsfumdamentalnorm, yang diterjemahkan ke dalam bahasa lndonesia oleh

Notonagoro (1988 : 22 ) dengan istilah pokok kaedah fundamental negara dan Attamimi

(19CI0 : 35g) menterjemahlmnnya dengan ietilah "Non a Fundarnental Negara" ,

morupakan norma tertinggi yang rnenjadi tenrpat bergantungnya norma-norma
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bawahan, Norma fundamental negara ini menjadi clasar pembentukan konstitusi atas

UUD ($'taats Verfaseung). Hakekat norma tertinggi ini adalah bahwa ya menjadi syarat

bagi adanye konstituei. la mengandung landasan filosofis atau rcchlridae yaitu

gagasan bagaimana seharusnya negaxa inidiatur lebih lanjut. Baik Notonagoro maupun

Attamimi rnenyebut bahua Staatsfundamentalnorm untuk lndonesia adalah Pancasila

yang terdapat dalam penrbukaan UUD 1945.

Aturan dasar/pokok negam (staatsgrundgeseE) merupakan peniabaran lebih

lanjut dari norma dasar negara. Norma dasar/pokok negara ini masih bersifat garis'garis

beear dan merupakan aturan-aturan umurn, la masih merupakan norma primer yang

tunggal, belum dilekati norma selarnder, Aturan pokok negara ini biasanya berisi

pengaturan pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan antara

warga dengan negarat, hak aaasi\rarganya dan pengaturan bagi pembentukan undang'

undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Aturan pokok/daear negara ini tertuang dalam Batang Tubuh Undang'Undang

Dasar 1940, Ketetapan MPR dan Konvensi lqetatanegaraan (Maria lndrati, 1996 : 34),

Ketiga penrujudan aturan pokoUdasar n€gara di atas masih merupakan norma tunggal

serta belum dllelctldengan norma Eekunder.

Undang:Undang atau Forrnell Gesetz adalah norma hukum lebih konkret dan

rlncl dan menglkat umum, Norma hufum yang terkandung dalam undang'undang pada

umumnya gdak lagitunggal, tetapi la telah berpasangan. Nonna hukum berpasangan itu

terdiri dari norma primer dan norma sekunder. Pada norma primer berisi suruhan,

larangan dan kebolehan, sedangkan norma sekunder mengatur sanksi baik sanl<si

pidana maupun sanksi pemaksa lainnya jika norma primer terqebut dilanggar. Undang-

undang adalah produk badan legislatif yang dibentuk bamumber dan berdaEarkan

kepada aturan pokolddasar negarel Di lndone$ia yang dimaksud dengan undang-

undang adalah produk DPR dengan pereetujuan Presiden (pasal 20 perubahan pedama

uuD 1945)

peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi (Verardnung und Autonome

Satzung) adalah peraturan,peraturan yang terletalr di barqh undang-undang dan

berfungsi sebagai penyelenggara ketentuan-ketentuan dari Undang'Undang. Namun

demikian keduanya berbeda dalam sumber kewenangan. Feraturan pelaksana

(verordnung) bersumber dari kewenangan delegasi (Delegatie van Wetsgwings-

bevoefheid) yaitu l<ewenangan yang didapat oleh suatu badan/lernbaga negaral

pemerintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Delegasi kewenangan itu
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bermakna "diwakill<an'yaitu badan/perundang- undangan yang lebih tinggi mewakilkan

kepada badan/lembaga yang leblh rendah untuk membentuk peraturan perundang'

undangan yangllebih rendah. Penerima delegasi baru dapat"membentuk perundang'

undangan apabila ada delegasi perundang-undangan yang lebih tinggi. Di lndonesia

perundang-undangan jenis ini adalah Feraturan Pemerintah (PP)'

peraturan stonEil,r (Autonome $atzung) bersumber pada kewenangan atribusi

yaitu pemberian ker/enangan membentuk perundang-undangan oleh aturan

pokogdasar negara atau undang'undang kepada lembaga negara/ pemerintah untuk

membentut< perundang-undangan yang lebih rendah dengan prakarEa Eendiri setiap

waktu diperlulon. Di lndoneeia oontoh jenis perundangan ini adalah Undang-Undang,

Keputusan Presiden atau Peraturan Daerah Otonom.

Bila susunan norma hurum sebagaimana dikemul<akan oleh HanE Nawasl<y

dibandingkan EiEtenr Rorma hul*Um negara lndonesia maka dapat dlgambarkan

sebagaimana,terlihatpadalanqpiranll'Timbulpertanyaanapakahyangdimaksud

dengan perundang+ndangan ?, apal<ah seluruh nomla hukum, kaedah fundamental

negara, aturan pokokldaear negara dan.undang-undang dapat disebut perundang-

undangan ?. Jawabannya lalah tldak seluruh norma hulrum oebagal disebut dl atas

termasuk perundang-undangan. Ferundang-undangan itu hanya menoakup nQrma

hukum yang memilikl ciri dan sifahEifat : (1) abstrak'umuln bukan yang konkrel

individual, (2) berlaku terus meneruB (dauerhaftig) bultan yang Eekali selesai

(einmahlig), (3) Bengaturan (regeling) bukan penetapan (besehikking)' (4) norma

hukumnya berpasangan yang terdiri norma primer dan rekunder, tidak tunggal.

Jika dihubungkan dengan ketetapan MPRS Nomor )O(/MpRSllSO6, yang tata urutan

perundangannya adalah :

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang

4, Peraturan Pemerintah

5, Keputusan Preeiden

6, Peratutan Felakcqnaan lainnya, eeperti :

-Peraturan Menteri

-lnstrulsi Menteri

-dan lain-lain,
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Tata urutan tereebut di atas kemudian diubah oleh MPR dengan Tap MPR Nomor

titlltprueo00 dengan diausunnya aebagai beriMt :

1. UUD 1945 
1

2. Ketatapan MPR

3. Undang-Undang

4, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

5, Peraturan Pemilih

6, Keputusan Presiden

7, Peraturan Daerah,

Dilihat dari ciri dan sifat sebagaimana dikemukakan di atas maka yang dikatakan

perundang-undangan itu hanyalah mulai Undang-Undang ke bawah (Maria lndrati, 1996

:16). Dengan demilGn UUD 1945, termasuk pembukaan dan batang tubuh serta

Ketetapan MPR bukan dinamal<an perundang-undangan. Hal ini dlEebabkan ltetiga

norma hukum tersebut di atas masih bersifat abEtrak sel<ali, ia belum dilekati sanki

Bidana atau Eaksi pernaksanya, Sehingga ia belum mengikat umum dan tidak dapat

diterapkan oleh pengadilan untuk menyelesaikan peristiwa konkret, Karena UUD 1945

maupun Tap MPR tldak tergolong perundang-undangan dan Undang-Undang ke bawah

hingga peraturan daerah baru termasuk perundang-undangan, maka disarankan nama

Tap MPR Nomor lll/MPRy2Oo0 adalah eUmbertertlb hukum dan susunan nonna negarel

hukum Republlk lndonesla. Dengan demikian pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Tap

MPR serta perundang-undangan dapat masuk di dalamnya (lihat lampiran lll).

Sebagaimana dikemukakan oleh HanE Kelsen (1945:112) bahwa aturan norma

dapat dibedakan rnenjadi : (1) nonna yang statik dan @ norma yang dinamik

(nomodynamios). Norma hukum yang dinamik adalah oietem norma yang dilihat dari

cara pembpntukan atau penghapusannya bemumber dan berdauarlran kepada norma

yang lebih tinggi, dan norma yang leblh tinggi bersumber dan berdasarkan pada norma

yang lebih tinggi lagi dan begitulah eeterusnya. Jadi Keleen hanyra nrelihat keabsahan

norma itu apa bila ia mempunyai landaean pada norma yang di ataanya, Keleen tldak

mau melihat apakah hulsm itu eesuai dengan nilai-nilai dasar yang pmpositif, Dalam

pandangan Kelsetr, hukum itu terpisah dari moral. Hukum untuk kepaetian, bukan untuk

keadilan.

Sebalilcrya norma hukum yang statis melihat hulam itu dari segi isinya yaitu

apakah pembentukan norma hulom yang lebih rendah itu isinnya sesuai dengan isi

norma hutc.rm yang tinggi. Dengan demikian keabeahan norma bavrahan barulah ada
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apabila isi norma huklm tereebut sesuai dengan isi norma yang lebih tinggi. Tunttlan
bahwa hukum sesuai dengan martabat rnanusia sehingga hukum itu aelll merupat<an

cita-cita dari teori hukum kodrat. Tuntutan agar pembentukan UUD, Ketetapan MpR,

dan perundang-undangan sesuai dengan nilai.nilai dasar yang tereantum dalam
pembukaan UUD 1945 merupakan realisaEi dari cita-cita teori hulrum kodrat, sehingga

ketiga norma hufum tersebut telah memnuhi etandar kodrat manusia.

E, lmpllbsl darl ntlalqtlat dasrln

AHualisasi nilai kesamaan, kebebasan dan eolidaritas yang terlihat pada hak

asasi manusia dan selanJutnya hak aqaEi tersebut mendapat jaminan dalam norma

hukurn, sepeili UUD, Tap MPR, dan perundang-undangan, akan rnenentukan tinggi-

rendahnya tingkat kernanusiaan dan hart<at etis suatu sistem ketatanogaraan (Magnis *
Suseno, 1994: 120),

Disamping aldualisasi nilai-nilai dasar dalam norma hukum, maka nilai-nilai dasar

tersebut juga terwujud dalam sigtem pemerintahan. Sebagair,nana telah dikemukakan

bahwa hukum haruslah dapat menJamln kedudukan daear yang sama bagi seflap

anggota masyarakat. Berdasarkan kesanraaR Bomua anggota masyarakat itu, maka

tidak orang atau lembaga yang bryitu eaJa dapat memerlntah koouali la mendapat

penuga8an dan pereetujuan dari warga masyarakat. Keyaklnan ini terungkap dalam

istilah "kedaulatan rakyat" (Magnis- $useno, 1gg4 : 298).

Founding Fathera dan Panitia Perciapan Kernerdekaan lndonesia menganut

keyakinan ini, yang momudian mereka wujudkan dalEhq penrbuloan UUD 1945.

AktualiEaEi kedaulatan nlryat dalanr Batang Tubuh UUD 1945 tErlihat pada pasal 1 ayat

2 yang menyatakan bahwa kEdaulatan adalah di tangan ralryat dan dilaktikan

sepenuhnya oleh MFR. MPR eebagai panyelenggara kedaulatan ralryat barulah merniliki

keabsahan sEcara demokratis apabila dibentuk berdaearkan mandat atau panugasan

dari rakyat rnelaluipcmilihan umurn, langoung, umum, bebar darr rahaeia.

Sebagai lembaga pomtegang kedaulatan, MPR memberikan atribusi kekuasaan

kepada lembaga-lembaga negara yang bcrada di bawahnya, Kokuaraan membentuk

Undang-Undang diberikan kepada DPR det.rgan persetujuan PrEeiden. Demikian pula

kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan diberikan kepada Presiden serta

kekuasaan rnenyeleeaikan sengketa hukunr diberikan kepada Mahkarnah Agung,

badan-badan kehakiman lainnya.
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Keclaulatan rakyat atau demokrasi representatif dalam praKeknya tetap ada

unsur elitarisme, artinya keputusan-keputusan penting tetap dilakukan oleh beberapa

orang saja sebagai elite masyarakat yang duduk di dalam lembaga-lembaga penrakilan.

Pernbentukan norma hukum di lndonesia Eeperti UUD, Ketetapan MPR, Undang-

Undang dan seterusnya tetap dilala.rlcan oleh elite yang duduk dalam MPR, DPR dan

Presiden. Namun yang penting menurut Magnis - Suseno, (1994 : 291), dalam

demokrasi representatif itu tetap ada kontrol dari warga masyarakat, Dengan demikian

lembaga pemerintah (luas) itu tetap berada di bauah kontrol masyarakat, Kontrol itu

dapat dilakukan melalui duq cara yaitu : (1) Eecara langsung melalui pemilihan umum

yaitu rakyat menjatuhkan pilihan kepada wakil-wakil rakyat untuk memerintah; (2) seoara

tidak langsung melalui keterhukaan (publiclty) pemerintahan yaitu ralryat mengikttti

secara ketat segala apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat umum (public

opinion) sebagainana terungkap dalam media'rnedia maesa merupakan tekanan yang

terus menerus terhadap pemerintah, Hal ini menimbulkan kesadaran bagi pernerintah

bahwa mereka bertindak selalu berada pengawasan maeyaralet.

Di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis sepertl yang

dianut UUD 1945, diperlukan dua syarat yang tidak boleh dlaball*an yaitu (1) pemilihan

umum yang bebas untuk memilih ulrakll'wakil rakyat; (2) kebebaaan pers untuk

mengontrol tindakan pemerintah. Oleh sebab kedua lembaga itu yaitu pemilihan umum

dan kebebasan pers harus dijamin keberadaannya di dalam suatu negara yang ingin

melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis

$ebagaimana telah dikemukat<qn salah konseloensi diterapkannya nilai

kesamaan ialah mengakibatkan slstem pemerintahan nagara bersifat demokratis.

Mahfud (1998 : 10) mengemukalsn konfigurasi (zusunan) po'ttik Euatu negara alcan

melahirkan produk hukum tErtentu di negara tersebut. Suatu negara yang konfigurasi

politiknya demokratis, maka produk hularmnya akan berkaralcter reaposif/populistik

$ebaliknya suatu negara yang konfigurasi politikrya bersifat otoriter rnaka produk

h ukumnya berkaraHer ortodokdkonserfatiflelitis,

Dengan demikian jika terjadi perubahan konfigurasi politik yaitu dari konfigurasi

politik demskratis ke otsriter atau sebaliknya dari konfigurasi politik otoriter ke

demokratis maka akan berimptikasi pada produk hulamnya yaitu dari produl< hukum

yang berkaraKer reoponsif/populistik ke ortodoltdkonserfatif atau eebaliknya

2l
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Pernyataan hipotesis tersebut dapat disajikan dalam ragaan sebagai berikut :

.

Konflgurasl Folltlk

Dcmekrafrs

Karakter produk hukum

Reryonslf/Folullrtlk

Konfigurasi politik demokratis memiliki indikator sebagai berikut : (1) membuka

kesempatan bagipartisipasi rakyat soeara perruh untuk ikut raenentukan kebijakaanEan

umum; (2) partisipaEi ltu dltentukan atae dassr mayoritas uakil"wakil rakyat dalam

pemilihan berkala yang didasarkan atas prineip keberaamaan politik dan

diselenggarakan dalam suacana lrebebaean politilc (3) terdapat pluralisme organisasi

penting relatif otonom; (4) terdapat kebebaEan raryat melalui wakil-wakilnya untutt

mEngkritik pemerintah, Dari keempat eiri-ctri tersebut di ataE, maka oiri nomor 2

memperlihatkan nilai kesamaan dimana pemerintah (luae), tcrmasuk anggota

penrakilan adalah orang yang mendaBat pEnugasan dari ralryat melalui pernilihan

umum,

Karakter produl< hulam yang responsi7populistik adalah : (1) prsduk hukum itu

menoerminkan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan masyarakat; (2) memberikan

partisipael yang penuh kepadE kelompok-lrelompok eooial atau individu c,alam proaes

pembuatan hukum dan (3) hutum yang dihasillon bersiht reoponeif terhadap tuntutan

kalompolt soalal atau lndlvldu c,alam maayaralot,

Ciri nomor 1 dan nomor 3 nremperlihatkan bahwa produk hukum (positiD

memperllhatl€n l@seaualannya tuntutan darl hulrumkodrat yaitu bahum hukum p08ltif

harus adil.
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Konfigurasi politik yang otortter yang merupakan lawan demokrasi memiliki

indikator sehagai berikrrt : (1) negara lebih berperan sangat aktif serta mengambil

iniEiatif dalam penlbtratan kebijaksanaan negara; (2) terdapat dorongan kuat dari

pengua$a untuk memakakan poruatuan, penghapussn oposisi terbuka; (3) dominasi

pimpinan negara dalam menentukan kebijaltEanaan negera; (4) domonasi kekuaeaan

politik oleh elite politik yang kelcal dan (S) adanya konaentraei kclcuaaaan. Produk

hukum dari konfigurasi politik yang otoriter itu memperlihatkan oiri'ciri : (1) isi hukum

mencerminkan visi penguasa; (2) isi hula,rm mencetminkan l<einginan panerintah; (3)

hukum merupakan alat pelakeana ideologi dan program nogara; (4) agak tertutup

terhadap tuntutan'tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat dan (5)

dalam pembuatan hukum ptsranan masyarakat relatif keoil.

Uraian di atas memperlihatkan hetapa luas implikasi nilai-nitai dasar terutama

nilai kesamaan. Dieatu plhalr nilai keeanraan ini menJadl daaar euatu konstltusi yaitu

mengatur hak asasi manusia. Dilain pihak nilai kesamaan ini menjadi daear konfigurasi

politik yang dernokrratiE atau ltedaulatan raleyat, KekuaEaan pemerintah barulah Eah

apabila didapat melalui psnugasan dan mandat dari ralryat dalam Euatu pettrilihan

umum yang bebae. Dengan perkataan laln lcelo.tasaan pernerlntah haruo menrlllkl

keabeahan secara demokratis, Pemeridahan yang terbentuk Beeara demokratis

eetanjutnya alcan menghasilkan produk hukum yang responsif/populistit< yaitu produk

hukum yang mencerminkan rasa keadilan, Uraian di atao daBat diwujudkan dalam

ragaan sebagai berikut :

Cita-oita reformasi bertumpu pada upaya penegakan pemerintahan yang

demokratis yang bebas dari korupei, kolusi dan nepotiame (KKN). Refornissi bukanlah

gerakan untuk mengganti sistem yang ada Beoara keseluruhan, melainlcan
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memperbaiki kinerja sistem yang menghasilkan KKN. RefOrmasi di lndonesia yang

dimulai pada tahun 1998 memperlihatkan hal-halsebagai berikut:

(1) adanya pprjuangan golongan-golongan yang tertekan untuk mendapatkan

keadilan sosial, untuk membongkar seperlunya struktur ekonomi, politik hukum

yang menyebabkan ketidakadilan. Usaha golongan yang menderita ketidakadilan,

yang dipelopori oleh mahasiewa, diihJti oleh keeediaan elite yang berkuaEa untuk

membuka monopolinya atae kekuasaan, sehingga terjadilah reformasi;

(2) pergantian dari konflguraoi politil< maea orde baru, yang ualaupun pada awalnya

memperlihatlon langgam libertarian (1965-1971) tapi eampai dengan

kejatuhannya pada tahun 1998 nremperlihatkan langgam otoritarian (Afan Gaffar,

1992 : 109), kepada konfigurasi politik yang demokntis memperlihat-kan keinginan

lruat rakyat lndoneEia untuk rnendasarkan kehidupan bernegara pada nilai

kesarnaan, l<ehebasan dan solidaritas.

(3) PEnggantian l<onfigurasi politik yang otoriter ke konfigurasi politik yang demokratis

berakibat terjadi penggantlan atau Berubahan produk hurum yang berkarakter

ortodopkonservatil seeuai dengan ragaan hipotesis seporti yang telah

dlkemukakan terdahulu oleh produt( hurum yang berlGral'tter re8ponsll atau

populistik Froduk hukum yang berupa norma hukum seperti UUD, Tap MPR dan

Undang-Undang yang mengalaml pencahutan, penggantlan, perubahan atau

penambahan dapat dilihat pada tampiran 5,

F, Prduk Hr*wr &n lntslgrarri Nasional

Sebagaimana telah dikemukalcanbahwa produk hukum yang berkarakter

responsif atau populistik adalah produk yang lebih'memperhatikan tuntutan dan aspirasi

rakyat. Produk ini telah memberikan hormat iniEiatlf dari bawah, memberi gairah hidup

dalam masyarakat, menjunjung tinggi martabat manusia yang berbudi yang bcrtanggung

jawab atas dirinya sendiri. la berhak untuk melakukan apa saja yang dapat dilakukanrrya

sendiri, n€gara hanya bertugaa memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang

tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Bantuan itu terwujud

dalam penyediaan fasilitaE dan praoyarat yang diperlukan untuk anggota macyarakat.

Negara hendaknya mernainkan peranan yang menunjang usaha masyaral<at. t',legara

hendaknya Jangan merleampuri eegala urusqn wargEnya, tErkeouali urusan terEebut

tidak dapat dieeleEaitcan seoara memuaskan oleh yang bereangkutan, Andaikata urusan

, 

itu diarnbiloper oleh negara kErena dinilai lebih menguntungkan dan mernuaskan dElam
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penye- lesaiannya, maka pengambilan oper itu juga haruslah dengan persetujuan dari

warganya (Magnis -,.suseno, 1988 : 306 - 310)

pengambilan lsegala urusan warganya oleh negara, berarti ne0ara telah jatuh ke

dalam totaliterisme. $etiap urusan warga masyarakat yang diambil oper oleh negara

padahal urusan itu dapat diselesaikan seoara memuaskan oleh yang bersanglotan,

berarti urusEn itu tidak lagi dapat diselesail€n oleh yang berhak menyelesaikan. lni

berarti negara telah melanggar hak daear manusia untuk mengurus diri sendiri atau

negara telah merebut sebagian kehidupan dariwerganya.

Keadaan geperti ini dapat menimbullqn rasa kecewa, mematikan inisiatif dari

bawah dan menghilangkan gairah hidup anggota masyarakat. Kekecewaan tersebut

mendorong warga maeyarakat di beberapa daenah untuk menganrbil kembali urusan'

urusan mereka yang telah diambil oper oleh pemerlntah puBat. Bahkan di beberapa

daerah yang warganya mengalami kekeeeuraan yang herat dan akibatnya timbul

tuntutan untuk memisahl€n diri dari negara Republik lndonceia, seperti yang telah

terjadi lrian Barat (Papua), Riau, aceh dan beberapa daerah lainnya. Keadaan ini jika

tidak ditanggulangi dapat memmahayakan integrasl nasional eehagal masalah besar

yang dihadapl bangsa lndoneela.

Magnis. Suseno, (1995 : 160) menunjuk sentralisme ket<uasaan sebagai faktor

penyebab terJadinya disintegrasi naslonal. $entralisme kekuasaan di tangan preslden

disamping memiliki dasar yuridls pada UUD 1945, juga karena pengaruh pengalaman

sejarah Republik lndonesia. Pada tahun lima puluhan negara keEatuan diancam oleh

konsep negara serikat yang dibawa oleh Belanda ketika kembali ke lndonesia, Dengan

demikian sEntralisaei dipandang sebagai hal lebih "nasionalis" dibandingkan dengan

clesentralisaei. Kemucjian pada sekitar tahun tima puluhan juga terjadinya

pemberontakan di beberapa daerah, antara lain di Sumatera Barat, Jawa Barat,

mEnambah kecurigaan terhadap dcsentraliaasi kcloJaeaan.

Fa6or yang penting lainnya juga n'lcndorong sentralisali kekuasaan adalah

pertimbangan "basah-kering", Dengan sentraligasl kEkuaaaan, pamerintah pusat

memiliki akses terhadap penanaman modal dari seluruh seldor kehidupan ekonomi.

penguaoaan Eektor ekonomi ini mcnrbuka peluang orang-orang di puaat mengoploitaei

kekayaan daerah dan yarrg paling dominan lagi yaitu terjadi praKek korupsi, kolusl dan

nepotisme. F.pa yang disebut terakhir ini merupakan issu Eentral yang mendorong

reformasi yang sedang berlangeung sekarang.
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Timbulnya turrtutan u6rga masyaralot di daerah untuk diberi!<an otonomi yang

lebih beear merupakan ueaha untuk mengambil kembali hakhak mereka yang telah

diambil oper oleh pemeriniah pusat, Tuntutan ini direspon oleh Undang-Undang Nqmor

22 Tahun 1999 tentapg Pemerintahan Daarah. Dangan Undang.Undang ini diharaplmn

tuntutan masyaralet di beberapa daerah acperti Papua, Aceh dan Riau urtuk

memiEahkan dirl menjadi hilang atau minimal berfurang. Perubahan atau penggantian

bebenpa produk hulqm (lihat tabel 5) disamBing upaya untulr meroopen tuntutan

masyarakat, jusa rnenghilanglgn faktor (yuridie) yang menjadi landaaan dari sentralisaEi

kekuaeaan. Pcmberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai upaya mengurangi

separatieme dipandang oleh Amin Rais dan Franz Magnis - Suoeno belum menoukrpi.

Kedua pakar itu bahkan mengusulkan agar Bugunan nagam Republik lndonesia diubgh

menjadi susunan fcderal. lni berarti setlap propinsi berhak menjadi negara baglan,

dlmana 
'#arganya 

dapat mengatur dlrl eendirl Becara lebih luas dalam il€tan federaEi,

Dengan oara ini, menurut kedua pakar tercebut di atas, integraei nasional akan lebih

terjamin.
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Bab lll

Penutup

I

A. Kesimpulan

Nilai.nilai dasar merupal<an nilai yang universal, masih bersifat abotrak dan belum

operasional, Nilai-nilai tersebut baru bennakna apabila la dijabErlcan atau dikonkretkan

dalam hukum melalul hak-hak aEagi tlqanuEia, Penruujudan nllal-nilal itu dalam hufum

terlihat dari pasal-paeal yang mengatur perlindungan hak aqasi manuEia. Dengan

demikian hulrunr itu tidaklah mgrnilild nilai pada dirinya aendiri, melainkan untrrk

menjabarkan dan menJarnin nilai-nilai dasar.tersebut,,Mutu.atau:kuslitac'htukum aangd"

tergantunE pada kemanEpuan, l'rukum men!1min ,F6roaligaeian",.nilai kegamaan,

l<ebebasan dan sol idaritae.

Jaminan hufu sr terhdap ketlga nilal dEsar tereebutl berimpltkasii pada ; konfigufasi,

politik,yaitu,konfigrl+uri. potitik 1aanyda+rlol<mtie;' Pda'aHtinrya @nfiguraciiFolitik yang

doncokratis akan rnenghasilkan FrEduk.hrrrliurmrr,Veeg berloruHeflreemngif;,[4fru. pmduk:,

hukum yang'tanggap terhadap- aspireei ra[qnt, yang .mcmbcrikan penghonnatan

terhadap martabat rnanusla" Ketls@an Jaminar'r teffiedapnilai'nllai' dalgm,nsrma hulom

akan menimtul[an, konflgurasi politik' yarq otoriter,

Penghormatan terhadap martabat'manusia, berarti,bahwa masyarakat meniamin

tidak akan mengambil hak atas urusan yang dapat dikerjakan aoeara memuaskan oleh

yang beroangkutan, Jaminan teroebut pada akfiirnya dapat mernporkuat integrasi

nasional,

i
B, Saran.sataa

Agar terdapat Jaminan terhadap nilai-nilai dasar yang diwulutdkan'dalarn norma

fundamental ne6iara, nornna pokotddat*r..n6gara dan parundanpundangan' maka

peranan lembaga Mphkarmah konititusi eangat perlu dialdiflcan, oehingga terfrindar

timbulnya konfiguraal polltik otorltcr dan produk hukrrm yang horl*nralrtor ortodokdelitis.
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*u$.M : Bilerlp darf Maria Farida lndrati, 1S6, hal. 62.
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Lampiran ll : Perbandingan susunan norma hukum menurut Hans Nawiasky
DenganTertib Hutam dan tata urutan Perundang-undangan R.l,
MPR Nomor lll/MPRE000,

I

Susunan Norna Hukum Nogara Menurut
Hans NawiaEkv

$tn:Hur Hukum dan Teta Urutan Feratur-an
Per-UU-an Tao MPR No.llUMPRtr000

L Staatefundamentalnorm
(Kaedah Dasar Negara)

Pembukaan UUD 194S

ll. Staatsgrundgeeets
(Atu ran pokok/dasar negara)

- Batang Tubuh UUD 194,5
- Ketetapan MPB

lll, FormellGeeeE
(Undang-Undang)

- Undang-Undang
- Peratuian Pemirintah Pengganti UU

lV. Verordnung und Autonome Satzur,q
(Penturan Pelaksana dan peraturan
otonom).

. Peratumn Paaarintah
- Keputuean PreEiden
. Perraturan Daerah
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lll : MatHks Susungn ilsnna Hukum Ropubtlk lndonesia

NO, $usunan Norma lslttrrlauahn KateEori 9ifat
bumDer gan

dasar Pgmbentuk

1.

2.

Pembukaan
UUD 1945
(Staatslunda-
mentalsnorm)

Eatang Tubuh
UUD
(Verfaeeungs-
norm)

Pahcaslla

-HAlvl
-Pemb.Kekuasaan
-Lembag+lembaga

Negara
-Hub. warga dongan
rcgam

-Penoatnan Fer-UU-an

TunggaF primer

Tunggal'primer
Absfak-Umum

-Dausrhaf0g
-rBgellng

-Dauerhaftg
-Rsgellng

Masyarakat

Pemb. UUD
1945

PPKI

MPR

3. Tap, MPR .HAIvI
-Pemb.Kelslasaan
-Lemlaga.lembaga
negara

-Hub. V{ErgE dengan
negsra

-Pengailran Per-UU"an
.GBHN

Tunggafprimer

Absfak-[Jmum

-Dauerhdtg

-Ragellng

Batang Ttr
buh UUD
1945

MPR

.Pcngangkrhn Presi.
den danVVk Prsiden

Tunggabprimu
l(onket-lndlvl-
dual

.Einmrhlig
-Bechikling

Brhng Tu
buh UUD
1945

MPR

4. UndangUndang -HAI'
-Pemb.Kahtasaan
-Lembaga-lembaga
Nagara

-Pajak;mah uang, k+
uangan negara

-Perbhanan n6gat'a
-Pemerlnhhan paerah
-Kaoollslan nadara

Primer'aelrundor

Absfak-Umum

-&eutltftg

-Regeling

-Bahng Tu
buh UUD
1945

-Tap MPR

DPR.
Presiden

s, Perpu -ldenr, Primar'nakunder
Absfak-Umum

-Daeurhattg
-Reoollno

-Betang Tu
buh UUD 45

Prsldan

o. Poratran Pe-
merintah

Melrkoanakan UU Frimar-oekundcr .Dauorhrftg
-Recellno

Undang
Undano

lGpala Pe-
mcdntshan

7, KepuUsan Pra.
siden

-Melrkcanqk*n UUD

-Melalsanakan Tap
MPR

-Melakssnakan UU
-Melaksanakan PP

Frimcr"eokun<ler
Absbak-Umum

-Daaurtaftng
-Regeling

UUD
Tap MPR

UU
PP

Kepala Pe-
marintahsn

l(epala
Negara

8, Peratman Dae-
rah

Melaksanrkan UU Primcrghlndor
AbetalaUmum

-haurhaftng
-Regallng

UU Kepala
Daerah
DPRD
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Lampiran lV : Matriks Manifestasi Nilai-nilai Dasar Dalarn Norma Hukum Republik

lndoneeia,

1.UU N0.39/1909 tentang
HAM

2.UU No.5/1998 ttg. l$nvensi
Menentang Perryiksaan dan
Perlakuan atas Penghuku nr
an yang kelam, tidak manu
siawi abu mgrendahkan
martabat rnanusia.

3.l(eoorse N0.129 Thn. 1998'
ttg. Rencana Alrsl Nasional
naf-naf esasimaruEia

4.Kaopres No. 181 Thn. 1998
tto. Komlsl Naslonal Ant
t<il<erasan TalradaP Waniia,

S.lnsfulcsl Prmlden No. 26
Tahun 1998 ttg. Penghenfian
Penggunaan lslilEh Pribun{
dan Non Pribuml Dahm
semua Peruntusan dan P+
nyebnigaraan keb{Jaksa-
naan, persncanaan Program,
atau pe lalaanaan kegiatan
pnybteng garaan Pemerin'
bhan.

7,8,9,10,11,
12,26

1,2,3, 4,5, 6,
13, 14, 15, 16,
17, 18, 19,20,
21,22,8,24,
25,

37, 38,39,40,
41,42,49

27,?8,29,30.
31,32,33

27 11\,27 (3), 30
(r)

28,28A,288,
2&,28 D,28E,
28F,?BG,%H,
281, 28 J ,.,.,..,

27 (1\,31 (2),

32,33

27lzl,y

Hak asasl aktfldemo-
kratis

Hak asasi negatif/
tiboral

- HakasaslPoltif

- Hak asasi Soslal

Kesamaan

Kebebasan

Solldaritas

t2
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Lampiran V : Produk Hukum yang mengalami pqncabutan/perubahan/
Penambahan.

No.
Norms Hurum LamE

lOrtodoks) '

Norma Hul$m Earu
(resoonsif) lGtenrnoan

1

2.

3.

4.

5.

o,

7.

8.

9.

10,

11,

12.

13,

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

Batang Tubuh UUD 1045

Tap MPR No.I/MPR/1983

Tap MFR No. IV/TI{PRY1983

Tap MPR No, llfr{PR/1998

Tap MPR No. lll/ldPFiil988

Tap No.llA,lPR 1979

Tap MPRS NoXVIvIPRSEO

UU No. 3 Tahun 1975

UU No, i Tahun i985

UU No. 5 Tahun 1995

- UU No. 5 Tahun 1974
- lll lNn STahm{Q7Q

UU No. 9P Tahun 1956

.Amandarncn pcttmr UUD
1945 tahun '1999

-AmandemEn ksdua UUO 194C
Tahun 2000

Tap MPR No. Vll/lvlPR/lSB

Tap MFR No. UlmilPR/1908

Tap MPR No. D0I4PF/1998

Tap MFR No. )VMPFI/1998

Tap MFR No, XIIMFR/1998

Tap MPR No. XIV/MPF/1998

Tap MPR No. )rylitiPR/1$9B

Tap MPR No. )UllTr{PRl/1998

Tap MPR No, )Ul1/IrtlPF/1998

Tap MPR No. )MlmIPR/1908

Tap MPS ru0, iilrupnEgOO

Tap MPR No.M/MPRZ00O

Tap MPR No, VTUIPRE(I0O

Tap MPR No. VllrTvlPRl200O

UU No, 2 Tahun 1999

UU No. 3 Tahun 1999

UU No. 6 Tahun 1999

UU No. 22 Tahun 1999

UU No.26 Tahun 1999

Tmhng Afr,rEn Poksk/Prrqr
(Verfassungsgesetr).

Tentang Tata Terflb MPR

Tentang Poncabutan Referen
dum.

Tenhng Pancabubn GBHN.

Tenhng Foltok-pokok Retfirad

Tenlang Ferryelcnggaraan nogara
yang bebas KXN.

Tentang Pemillhan Umum

Tonhng Petryelenggaraan Oto noiil
Daerah serta Perlmbangan
lGuangan.

Tenhng Pralrtelc Ekonoml Dalam
Masprakat Demolqasl Ekonoml.

Tenbng HakAsaei Manusla

Tenhng Pencabutan P-4

Tenhng SumbarTsrlib Hufum dai
Tah Uruhn PoratJran Por
Un&ngFundangan,

Tentang Penyelenggaraan Otonoml
Daerah,

Teff.ang Pemantapan Persa- tuan
dan Kesafuan Naslonal.

Tentang Peran TNl dan Polri

Tentang ParhiFolilik

Tenhng Pemiiihan Umum

Tenbng Susunan dan Kedu
dukan MFR, DPR daN DPRD.

Tenlang Pemerintahan Daerah

Tentano Pcrimbanoan lGuanran
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UU No. E Telwr {e98

Amir S
ya

rif
ud

din

eP
rin

ts U
NSRI


